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ABSTRACT

Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitutioantates the government to provide protection foodand a
decent livelihood for humanity. Today's rapid besis development has an impact on the need forie®tas
officials who make authentic deeds. This authed@ed will later become evidence with full legalderin
court. The result of the increasing need for netiis the increasing number of notaries and nobffiges
which then open up jobs as notary employees. Whekirlg at the legal relationship between notaried a
notary employees, the employer is the notary aadmbrkers are notary employees, while the notafigeofs a
company. For this reason, the existing rules in w24 of 2011 concerning the Social Security @izjiag
Agency also apply to notary offices. Normative glical legal research methods, or research donedkrig at
the laws and regulations that apply or are appbeal specific problem with 2 (two) approaches, ngnmstatute
approach and conceptual approach, are the reseettiod used to address the legal issues raisédsistudy.
Primary and secondary legal resources were thecaswf research materials employed in this studye T
deduction method, which is the process of condgatsearch based on general principles to expkiticplar
events or from general theories to concrete faas, the analysis approach employed in the compilaif data
for this study. The formulation of the problem imst paper is how the form of legal protection fatary
employees who are not registered with the EmploynB#S based on Law no. 24 of 2011 concerning the
Social Security Organizing Agency (BPJS)
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PENDAHULUAN

Hubungan yang terbentuk antara pekerja dan pengusatielah adanya perjanjian
kerja dikenal sebagai hubungan kerja. Hubungan jenain karena adanya perjanjian kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, upah, dan periataaira pengusaha dan pekerja/buruh
disebut hubungan kerja. Dengan demikian, jelaskwl adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh merupakan hal yangnhbetkian hubungan kerfa.

Apabila syarat-syarat sebagai pemberi kerja daremeekerpenuhi dalam hubungan
antara notaris sebagai pejabat umum dengan pegayaimaka hubungan antara notaris
dengan pegawainya adalah hubungan kerja antaraepekdsja dan pekerja. Akan ada hak

! Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, ERisiisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
him. 61
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dan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja antaotaris sebagai pemberi kerja dan
pegawai notaris sebagai pekerja.

Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda disednbbeidsoverenkoms. Pasal 1601
KUHPerdata mendefinisikan perjanjian kerja sebégaatu perjanjian di mana pihak kesatu
(si buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah peinpihak yang lain, si majikan untuk
suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengaremnes upah.”

Perjanjian kerja kontrak atau dikenal juga denganapjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWT) adalah perjanjian kerja yang dibuat untukgjea waktu tertentu. Karyawannya
adalah karyawan kontrak atau karyawan tidak teSsgmentara itu, perjanjian kerja yang
dinegosiasikan untuk jangka waktu yang tidak tebddiasanya disebut sebagai perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), dan pekerjanya diampgg&bagai pekerja tetap. Menurut
peraturan, perjanjian kerja yang dibuat untuk waldek tertentu berhak untuk didaftarkan
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS af@selalam kaitannya dengan
pemutusan hubungan kerja, klausul ini bertujuamkitebih menjamin atau melindungi hal-
hal yang tidak diinginkan. Perjanjian kerja wakéateéntu juga memiliki hak, namun semata-
mata hanya hak untuk mendaftarkan diri sebagar{@eB@JS Kesehatan.

Salah satu komponen terpenting dalam sebuah l@tmiskantor adalah tenaga kerja.
Tenaga kerja harus diberikan jaminan sebagaimartant&im dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyathkdowa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laygikkbenanusiaan, karena tenaga kerja
merupakan hal yang penting. Selain itu, UUD 194%aP2a8 H ayat (3) menjamin hak warga
negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Selagupgmerintah diwajibkan oleh Pasal 34
ayat (3) UUD 1945 untuk menyediakan fasilitas paten publik yang memadai. Pasal-pasal
ini menunjukkan bahwa semua warga negara, termasereka yang berprofesi sebagai
notaris, berhak atas jaminan sosial, pekerjaan kayadk, dan kesehatan yang baik.

Perwujudan hak-hak dasar yang dijamin oleh Undandadg Dasar 1945 di atas
dikenal dengan istilah perlindungan hukum terhaplekerja. Tujuan perlindungan pekerja
adalah untuk melindungi hak-hak pekerja, memberkesempatan dan perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi, serta mewujudkan kesejahtepkerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentipgagusaha. Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudianisiidengan Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pateksari peraturan perundang-undangan
di bidang Ketenagakerjaan merupakan peraturan gangaundangan yang berkaitan dengan
perlindungan pekerja.

Jaminan sosial adalah jenis perlindungan hukum gangksudkan untuk melindungi
pekerja dan keluarga mereka dari bahaya yang tedemigan pekerjaan sebagai buruh.
Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosid@N@ahun 2011 (UU BPJS), yang

2 Heru Suryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Rekerja Outsourcing Berdasarkan Asas
Keadilan”, Jurnal Hukum. Diterbitkan oleh Fakultdakum Universitas Pembangunan Veteran, 2018, Jakart
him 2. Diunduh pada tanggal 24 Juni 2024.
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terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakergzeat ini mewujudkan perlindungan
untuk jaminan sosial pekerja.

Istilah "jaminan sosial tenaga kerja" mengacu pswlatu sistem yang melindungi
pekerja dan buruh dengan memberikan jaminan keselsatrta santunan dalam bentuk uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan ydagghatau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang diglakerja dan buruh, seperti sakit, hari tua,
hamil dan meninggal dunfa.

Peserta program jaminan sosial dibagi menjadi dategori berdasarkan Pasal 3
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2013: pesertaipenepah dan peserta bukan penerima
upah. Peserta program penerima upah dibagi medismdkelompok: peserta yang bekerja
pada perusahaan yang diselenggarakan oleh negkexjgpswasta) dan peserta yang bekerja
pada pemberi kerja yang tidak diselenggarakan oégara (TNI, POLRI, pejabat negara,
dan pegawai pemerintah non-PNS). Peserta yang takerima upah (pemberi Kerja,
pekerja mandiri, atau pekerja di luar hubungan kerja); termasuk di dalamnya adalah notaris,
tukang ojek, pengacara, dan advokat.

Menurut Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sisteminan Sosial Nasional /
UU SJSN, hak dan kewajiban yang timbul sebagaiatlpbenyelenggaraan program jaminan
sosial nasional didasarkan pada asas keadilan,sosiafaat, dan kemanusiaan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Menurut Pasal 16 UU SJSN, sebtegerta berhak atas manfaat dan
informasi mengenai penyelenggaraan program jansnaial yang diikuti. Menurut pasal ini,
setiap peserta berhak mendapatkan seluruh margaanirmasi mengenai penyelenggaraan
program jaminan sosial yang diikuti, meliputi ja@wm sosial, jaminan hari tua, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Di kantor notaris, misalnya, kenyamanan karyawamgat penting untuk
meningkatkan produktivitas dalam proses pembuatda. dJntuk menjamin keamanan
pekerja, perlindungan tenaga kerja harus menjaalifas utama.

UU BPJS mengatur jaminan sosial untuk ketenagakerglan kesehatan. Undang-
undang ini mengatur jaminan kesehatan, jaminan igpgngaminan hari tua, jaminan
kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluvalga negara Indonesia, termasuk
warga negara asing yang telah bekerja di Indorsidaknya selama enam bulan. Undang-
undang ini menyatakan bahwa karyawan kantor noerisak atas tunjangan jaminan sosial
yang dikelola oleh BPJS.

Berdasarkan jaminan sosial yang dianut, pembeja kgtng mempekerjakan orang
dan memberikan gaji, upah, atau imbalan dalam kdato wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai denganlBaaght (1) UU BPJS. Pemberi kerja
seperti notaris memiliki kewajiban untuk mendaftarkpekerjanya ke BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan dengan memberikan informasi yangatkdan lengkap kepada BPJS
mengenai pekerjanya dan keluarganya.

3 Lalu Husni, Loc Cit, him 151
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Selanjutnya, pemberi kerja yang gagal mematuhi IP4sa UU BPJS dapat
menghadapi sanksi administratif, seperti peringétatulis, denda, atau penolakan akses ke
layanan publik tertentu, menurut Pasal 17 UU BRJSnberi kerja juga diwajibkan oleh
Pasal 19 UU BPJS untuk mengumpulkan iuran yangglgang oleh peserta dari karyawan
mereka dan menyetorkannya ke BPJS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pereulégik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungakunu bagi karyawan notaris yang tidak
terdaftar BPJS yang dituangkan dalam tulisan bafjudPerlindungan Hukum Bagi
Karyawan Notaris Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenag&kerjaan Berdasarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggataminan Sosial’

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, atau penelitian dengamacmenganalisis peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau diterapkaa aatu topik tertentu, merupakan jenis
penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. €lgmn normatif, atau penelitian doktrinal,
adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti wh&n-dokumen hukum dan bahan
pustaka lainnya.

Peneliti menggunakan dua (2) strategi pendekataalada dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan: Metode ini melibgpedacakan setiap undang-
undang dan peraturan yang ada hubungannya dengatamgang sedang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual: metode ini didasarkan paberdépa ide dan sudut pandang
ilmu hukum.

Dokumen-dokumen hukum yang digunakan dalam peaelitii berasal dari berbagai
sumber. Untuk mendukung sumber hukum primer daarslk, digunakan dokumen hukum
tersier, sekunder, dan dokumen hukum lainnya. Aisafireskriptif analitis digunakan dalam
penelitian ini untuk menganalisis dokumen-dokumehkum. Artinya, fakta-fakta dianalisis,
dipahami, dan dijelaskan sebelum jawaban yang malsalkberdasarkan fakta-fakta tersebut
diberikan?

PEMBAHASAN

Bukti yang sah atas tindakan hukum dan peristiwagydialami oleh mereka
diperlukan untuk pengembangan hubungan hukum dadagsyarakat. Bukti tertulis diterima
sebagai alat bukti yang sah di bidang perdata damiliki kekuatan pembuktian yang paling
tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Katieen pembuktian yang paling kuat dan
komprehensif dimiliki oleh akta otentik dalam bdatartulis. Dengan adanya perkembangan

* Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, P&gealah Hukum, Alumni, Bandung, 1978, him. 9
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hukum tersebut, notaris semakin dituntut untuk meshlakta otentik yang dapat digunakan
sebagai alat bukti untuk memastikan hak dan keaajgara pihak.

Pertambahan jumlah notaris juga berdampak padarbeahnya kantor notaris dan
karyawan notaris. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undan@ nahun 2014 tentang Jabatan Notaris
(UUJN) menyatakan bahwa “dalam jangka waktu 3@ (pgluh) hari terhitung sejak tanggal
pengambilan sumpah/janji jabatan notaris yang bgfagan wajib untuk:

a. Menjalankan jabatannya dengan nyata

b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatanrisok@pada Menteri, organisasi
notaris dan majelis pengawas daerah

c. Menyampaikan Alamat kantor dengan memberi contobadangan dan paraf, serta
cap/stemple Jabatan Notaris berwarna merah kepaaaeM dan pejabat lain yang
bertanggung jawab di bidang agraria pertanahamangsi notaris, ketua pengadilan
negeri, majelis pengawas daerah serta bupati safikota ditempat notaris diangkat.”

Dari ayat ini jelas bahwa setiap notaris harus rikinkiantor tersendiri untuk dirinya
dan stafnya. Menurut Pasal 2 peraturan UU Ketera@an, staf kantor notaris dianggap
sebagai pekerja atau buruh, “pekerja/buruh adaktiaps orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU BPJS, kantor natapat diklasifikasikan sebagai
pemberi kerja karena menawarkan jasa di bidang gelam hal ini jasa pembuatan akta
otentik. Semua aturan UU BPJS yang berkaitan deRgamsahaan juga berlaku untuk kantor
notaris jika notaris dianggap sebagai pemberi keéga kantor notaris sebagai usaha legal
yang menyediakan jasa.

Dalam hal menjaga dan membina hubungan kerja yasigfpdengan para karyawan
sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalankggutag jawabnya, notaris berperan
penting. Menurut Pasal 15 Ayat 1 UU BPJS, pembatjekyang memberikan gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain kepada pekerja wajib ra#tackan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jasasiahyang diikuti.

Perjanjian adalah komitmen yang dibuat oleh duangraatu sama lain untuk
melakukan tugas tertentu. Istilah "perjanjian" daontrak” (contracts) sering kali digunakan
secara bergantian. Kontrak atau perjanjian didekian sebagai situasi di mana para pihak
yang mencapai pemahaman bersama tentang masalgh dyi@adapi diharuskan untuk
menindaklanjuti perjanjian tersebut untuk membandwibungan hukum yang dikenal
sebagai kewajiban (verbintenis). Akibatnya, pergandan kontrak dapat berfungsi sebagai
sumber hukum formal dengan memberikan hak dan Keavajkepada para pihak yang
terlibat.

Perjanjian yang menguraikan dasar dan tanggungbjamasing-masing pihak harus
dibuat sebelum notaris dan karyawannya dapat nheleerja sama. Jika perjanjian tersebut
mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hulardaf, yang mengatur persyaratan
yang diperlukan agar suatu perjanjian menjadi t&imasuk keberadaan, kecakapan, suatu
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hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, makargenmn tersebut dianggap sah. Kedua belah
pihak menyetujui ketentuan-ketentuan dalam peganfierja yang dibuat antara notaris dan
stafnya. Kontrak ini menetapkan perjanjian kerjeennotaris dan stafnya.

Penjelasan mengenai perjanjian kerja antara perkbga dan pekerja masih kurang
dalam UU BPJS. Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakenaamdefinisikan perjanjian kerja
sebagai perjanjian yang merupakan hasil perundigdara serikat pekerja/serikat buruh,
gabungan serikat pekerja/serikat buruh, atau depiideerja/serikat buruh dengan pengusaha.
Perjanjian tersebut dicatatkan pada instansi yarmgtalggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan memuat syarat-syarat, hak,keamajiban kedua belah pihak yang
berhubungan dengan syarat-syarat kerja, pengusahagerikat pekerja/serikat buruh.

Perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap Hale$asi dan martabat yang
dimiliki oleh subjek hukum terhadap kesewenang-weaa atau sebagai suatu sistem hukum
atau peraturan yang dapat melindungi suatu hal Wdakilainnya. Meskipun konsep
perumusannya menggunakan berbagai pemikiran bangt yenekanan konsepnya bertumpu
pada perlindungan hukum terhadap pekerja di Indartetap bertumpu pada perlindungan
hak-hak asasi dan harkat dan martabat pekerja, $&llagai individu maupun sebagai
pekerja, namun perlindungan hukum yang dimaksukhdbnesia selalu berlandaskan pada
Pancasila sebagai landasan idiilnya.

Dua komponen mendasar dari perlindungan pekerjdatadaembelaan terhadap
tindakan pemerintah dan pembelaan terhadap kekuasagkan. Perlindungan hukum dari
kekuasaan majikan dapat ditegakkan apabila perapgaundang-undangan ketenagakerjaan
yang memaksa majikan untuk bertindak sesuai dehglmm benar-benar ditaati oleh semua
pihak. Hal ini dikarenakan legitimasi hukum tidagnsata-mata ditentukan oleh standar
hukum, tetapi juga oleh standar sosiologis darsdiis>

Seiring dengan berubahnya struktur interaksi ankargyawan dan pemberi kerja
menjadi aliansi industrial, yang mempengaruhi hglaunkaryawan dan pemberi kerja serta
menyoroti peran pemerintah sebagai pihak ketig&ansnggaran pemerintah pun menjadi
lebih jelas. Sebagai pendukung kesejahteraan barggam tidak bertanya mengapa
pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalamalsegspek kehidupan warga negara
dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteramiuap dan mental bagi seluruh
Indonesia, atau, secara lebih luas, kesejahteedmsar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Munculnya berbagai kebijakan legislatif dalam pkliperburuhan, khususnya di
bidang legislasi dan peraturan pelaksanaannya, enatnyenis intervensi pemerintah dalam
hal ini. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Buruh dan peraturan pelaksanaandyh,No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pesageln Perselisihan Hubungan
Industrial, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminanigbd®naga Kerja, UU No. 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 7 Tahun 198dtang Wajib Lapor

® Asikin, Zainal., dkk.. Dasar-Dasar Hukum Perburuheet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2002.
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Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan peraturan-pmrdain yang berada di bawah ambang
batas perundang-undangan. Keseluruhannya terdirisd@erangkat undang-undang yang
muncul di Indonesia terkait dengan masalah ketéwmagean atau hal-hal yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan.

Pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan menguraikesnya perlindungan pekerja,
yang meliputi: perlindungan upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan khusus bagi pekerja dan buruh perempuan;
serta hak-hak anak dan penyandang disabilitas Ugriegosiasi dengan pemberi kérja.

Secara spesifik, jaminan perlindungan yang ditaaadntara lain adalah kemampuan
pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dirinya #atuarganya, terhindar dari kehilangan
pendapatan dan daya beli, khususnya bagi buruh @¢&arja, serta perlindungan dari
kehilangan pendapatan dan pekerjaan akibat saldfinggal dunia, atau kecelakaan di
tempat kerja.

Perlindungan yang disebutkan di atas hanya merapaebagian kecil dari
perlindungan hukum yang tersedia bagi buruh darengekSetiap pengusaha atau pemberi
kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib mengeglarakan suatu bentuk perlindungan
tenaga kerja yang dikenal dengan jaminan sosiagterkerja, yang bersifat mendasar dan
berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan sekatdmerdengan pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan. Bentuk perlindungardijiwai oleh semangat Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dan bersifat umum.

Secara umum, standar hukum publik yang berkaitamgate perlindungan
pekerja/buruh dimaksudkan untuk mengatur lingkuniggema di dalam perusahaan. Hal ini
juga mencakup setiap peraturan hukum publik yanglamepak dan menimbulkan risiko
terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan keselapedarna/buruh ketika mereka melakukan
pekerjaan mereka. Dua bagian yang membentuk rugicup hukum adalah aspek material,
yang mencakup hal-hal seperti perawatan fisik deselamatan kerja, serta waktu kerja dan
mempromosikan perkembangan fisik dan psikologigdaan.

Menurut Imam Soepomo, ada lima (5) bidang di maskeepa diberikan perlindungan
hukum: pengerahan tenaga kerja, hubungan kerja)adteatan kerja, keamanan kerja, dan
jaminan sosial tenaga kerja. Di lain waktu, Imanme@omo membedakan antara tiga (3)
kategori perlindungan tenaga kerja: perlindungaiesaeknis, dan ekonori.

Menurut pendapat dari Zainal Asyhadie, secara tteoterdapat 3 (tiga) jenis
perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial mengacu pada perlindungan temkgit dengan inisiatif sosial
yang memungkinkan pekerja untuk menjalani kehidugamg memuaskan sebagai

® Wahyudi, Eko., Ibid

" Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Dj@mbaakarta. 2003

8 Zainal Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakatj@&idang Hubungan Kerja), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007 him 78.
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manusia pada umumnya, dan sebagai anggota madydaak&eluarga mereka pada
khususnya. Nama lain dari perlindungan sosial &dataehatan kerja.

2. Perlindungan teknis adalah kategori perlindungamgymencakup semua tindakan
yang digunakan untuk melindungi karyawan dari dsidecelakaan yang disebabkan
oleh peralatan atau perlengkapan yang digunak#ntbat kerja. Keselamatan kerja
adalah istilah yang lebih sering digunakan untukggambarkan perlindungan ini.

3. Perlindungan ekonomi mengacu pada langkah-langkahg ydiambil untuk
memastikan bahwa pekerja menerima cukup uang sét@ap untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, bg@k&anereka tidak dapat bekerja
karena alasan yang tidak dapat mereka pilih sentiminan sosial adalah istilah
yang umum digunakan untuk menggambarkan jenisnplentigan ini.

Perlindungan pekerja/buruh berdasarkan gaji yantgrigia dikenal sebagai
perlindungan ekonomi, yang biasa disebut jaminasiakoUpaya-upaya yang dilakukan
untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya Ikemukup uang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya termasuk dalam perlindungah ini.

Sementara itu, pelaksanaan program jaminan sdsialmegara mencerminkan salah
satu tugas dan kewajibannya untuk memberikan plenigan sosial ekonomi kepada
masyarakat, termasuk para pekéfj®T BPJS mengawasi pelaksanaan jaminan sosial, yang
mencakup perlindungan sosial dan kesehatan di sgmgerlindungan ekonomi. Tujuan
utama program jaminan sosial tenaga kerja adalabkumenjamin hilangnya sebagian
penerimaan pendapatan keluarga dengan memberigastk kelangsungannya.

Negara memiliki kewajiban untuk membuat programijem sosial dalam rangka
menjaga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Separiyak negara berkembang lainnya,
Indonesia telah membuat program jaminan sosialdsartan jaminan sosial yang dibiayai,
yaitu jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta osih hanya tersedia untuk pekerja di
sektor formal, sesuai dengan kemampuan keuangamaneg

Program jaminan sosial tenaga kerja juga mencalkjyméah aspek lain, seperti
memberikan perlindungan minimal bagi pekerja ddodganya untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka, dan menghormati tenaga kerja dengadarong kemandirian pekerja serta
mencegah pekerja bergantung pada orang lain unteldapatkan bantuan jika terjadi
kecelakaan kerja, penyakit, hari tua, atau bahapaya.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah jenis asuraasg ydimaksudkan untuk
memberikan tunjangan kepada pekerja sebagai peigggtragian dari penghasilan dan
layanan yang hilang atau berkurang karena peristitaa situasi di luar kendali pekerja,
seperti sakit, kecelakaan kerja, kehamilan, mernimdihari tua, dan kematian.

® Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerj@dang no Kerja. Rajagrafindo Persada.
Jakarta. 2007

19 Indrawati, I. and Simanjuntak, T.R., 2019. Pertamgjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang
Lalai Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BedShagakerjaan. Jurnal Cakrawala Hukum, 2019.),10(1
pp.50-57.
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Tujuan utama program jaminan sosial tenaga kergdahduntuk menjamin aliran
pendapatan yang stabil bagi keluarga. Selain fogram jaminan sosial tenaga kerja juga
bertujuan untuk:

1. Berikan karyawan dan keluarga mereka perlindungamnml untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka..

2. Sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kagiddeetenaga kerja, pemberi kerja
mengajarkan pekerja untuk mandiri sehingga meralak tperlu bergantung pada
orang lain untuk mendapatkan bantuan jika terjatialya yang berhubungan dengan
pekerjaan seperti kecelakaan, penyakit kronis,ndasalah lainnya.

Karena merupakan kewajiban konstitusional pemdritéahadap warga negaranya
dan karena harus diatur secara langsung oleh pstaterdemi terciptanya pemerataan dan
keadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Rekuliidonesia, maka UU SJSN
dimaksudkan untuk memberikan jaminan fundamentad)yayak bagi seluruh masyarakat.

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "Tiap-tiap veanggara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," daal B3 ayat (1) dokumen yang sama,
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama heratasaasas kekeluargaan,” maka
perlindungan hukum bagi pekerja merupakan perwujutik-hak dasar yang melekat dan
dilindungi oleh konstitusi. Hak asasi manusia diigar ketika kebebasan fundamental yang
dijamin oleh konstitusi dilanggar.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja ddumardganya dengan tetap
memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentipgagusaha, perlindungan terhadap
pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasarrmpekan menjamin kesamaan kedudukan
serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapu

Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahtesaanai dengan Pasal 100 UU
Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatksejkhteraan pekerja dan keluarganya.
Tuntutan pekerja/buruh dan tingkat kemampuan pbassa harus menjadi pertimbangan
dalam melaksanakan fasilitas kesejahteraan sebagaidimaksud pada ayat (1). Peraturan
Pemerintah mengatur jenis dan standar fasilitagj&leeraan yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan pekerja/buruh dan tingkat kemampuan geaas, sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerfaan.

Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kdsegam melalui Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja yang diluncurkan oleh pemdriggang wajib dilaksanakan oleh pemberi
kerja, asalkan memenuhi persyaratan memiliki sép(i®) orang karyawan atau lebih dan
memiliki kemampuan finansial untuk menggaji karyamga sebesar satu juta rupiah per
bulan.

Pasal 6 UU Ketenagakerjaan mengacu pada jaminaial desaga kerja, yang
dimaksudkan untuk pekerja. Pekerja yang melakuledenpan selalu terekspos pada bahaya

1 Wwijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Refmi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
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sosial, seperti situasi yang dapat menyebabkanrpean atau hilangnya pendapatan. Oleh
karena itu, untuk menjamin kesejahteraan pekenkdduarganya serta ketenangan dalam
bekerja, pengusaha harus memperkuat perlindungagaekerja.

Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja bersifat timbal balik; di satu sisi,
pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjunjuiggyi hak-hak pekerja, dan di sisi lain,
pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjunjumgggi hak-hak pekerja. Secara umum,
peraturan pemerintah yang bersifat heteronom mentmiggung jawab pemberi kerja untuk
melindungi pekerja di dalam organisasi. Jika pesatuersebut ingin lebih dikaitkan dengan
bisnis tempat karyawan bekerja, maka klausul-klewysubiasanya diatur oleh peraturan
independen, yang dibuat oleh peraturan perusahaay tgrpisah atau melalui diskusi untuk
membuat perjanjian kerja bersama.

Dimulai dengan ketentuan inti dari kontrak kerjdagai dasar hubungan kerja,
tanggung jawab pemberi kerja adalah untuk menyadiaénaga kerja untuk dilakukan oleh
pekerja; dan Membayar upah atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
Sebaliknya, buruh atau pekerja memiliki hak untuklakukan pekerjaan mereka sesuai
dengan kontrak dan dibayar atas kerja mereka. Daltmasi ini, tanggung jawab pekerja
atau buruh adalah menyelesaikan tugas sebaik muisgkuai dengan instruksi atau arahan
pemberi kerja dan dalam waktu yang ditentukan.

Dengan disahkannya UU BPJS dan diikuti dengan &aratPresiden No. 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang kemudian tdidéxagan Peraturan Presiden No. 28
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rrééadel2 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, maka Sistem Jaminan Sosial NasionaN|S&Bususnya Jaminan Kesehatan di
Indonesia, memasuki era baru.

UU SJSN dan UU BPJS memiliki ide dasar yang samenuvut Pasal 2 UU BPJS,
BPJS harus menyelenggarakan sistem jaminan sosisional dengan menggunakan
pedoman sebagai beriktft:

a. Salah satu konsep yang berhubungan dengan pengharmerhadap martabat
manusia adalah kemanusiaan.

b. Prinsip operasional yang menjadi ciri manajemengyafektif dan efisien adalah
manfaat, dan

c. Keadilan sosial sebagai prinsip dasar bagi seltalayat Indonesia.

Berdasarkan prinsip ini, tujuan dari UU BPJS, sabagna disebutkan dalam Pasal 3,
adalah untuk menjamin seluruh peserta dan/atauvoctamdgluarganya agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak. Sebagaimanautisebdalam Pasal 3 UU SJSN, tujuan
ini jJuga sejalan dengan tujuan sistem jaminan soasional.

UU BPJS menjadi landasan berdirinya BPJS. MenuliiBPJS, BPJS adalah badan
hukum publik, sebagaimana dinyatakan dalam Paaght7(1). Sebagai badan hukum publik,

12 pasal 2 UU BPJS disertai dengan penjelasan pasal.
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BPJS mengatur bagaimana pemerintah dan/atau lemy@garinteraksi dengan masyarakat
dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentinganmuniiakta bahwa kepentingan umum
atau publik dikaitkan dengan BPJS adalah bukti ddat mendasar dari jaminan sosial
nasional, yang tidak lebih dari inisiatif pemerimtgyang dirancang untuk menjamin
kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi setegawnegara Indonesia. Sesuai dengan
peraturan perundangan, BPJS, sebuah badan hukuniik, putiidirikan dengan
menggabungkan empat perusahaan milik negara demgiaan untuk mempercepat
pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bagiutependuduk Indonesia.

Penting untuk membedakan BPJS sebagai organisdsimhupublik dengan
perusahaan hukum privat, yang biasanya didirikam slatu orang atau lebih untuk tujuan
komersial dengan tujuan memaksimalkan keuntungah.idl tidak sama dengan prinsip
nirlaba dalam pendirian jaminan sosial nasionahgyéebih mengutamakan pengelolaan
bisnis daripada penggunaan hasil pengembangan wnk memaksimalkan manfaat bagi
seluruh peserta. Uang yang terkumpul dari iuramgyibayarkan oleh peserta dalam realisasi
UU BPJS merupakan dana amanah, atau uang yangrdibkaa peserta untuk digunakan
demi kepentingan peserta jaminan soSial.

Sesuai dengan program jaminan sosial yang dinayagiBPJS menjalankan
beberapa tugas. UU BPJS Pasal 5 Ayat 2 dengan netdssbagi BPJS menjadi 2 (dua)
kategori: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan berperan untuk mengawasi skemansisukasehatan. BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas adminigiragiam jaminan pensiun, jaminan hari
tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan keauk melaksanakan tugas-tugas ini,
BPJS menyelesaikan tugas-tugas berikut:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta

Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta darbesg kerja

Menerima bantuan iuran dari pemerintah

Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingaernees

Mengumpulkan dan mengelola data peserta programgansosial

Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan Ke&sehsesuai dengan

ketentuan program jaminan sosial

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggara progjaminan sosial kepada
peserta dan masyarakat.

I

BPJS diberikan kekuasaan untuk mendukung tanggwalbj yang ditetapkan dalam
UU BPJS dengan melaksanakan:

1. Menagih pembayaran iuran peserta

13 Andika Wijaya, Loc Cit him 32.
1 pasal 10 UU BPJS
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2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investagkmmpendek dan jangka Panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, soltabilikehati-hatian, keamanan
dana dan hasil yang memadai

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepekiepatuhan peserta dan
pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuagaie ketentuan peraturan
perundang-undangan jaminan sosial nasional

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan emancgesar pembayaran
fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standay#sadf ditetapkan oleh pemerintah

5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengahtésskKesehatan

6. Mengenakan sanksi administrative kepada peserta @anberi kerja yang tidak
memenuhi kewajibannya.

7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang bsawg mengenai
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalamemuhi kewajiban lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rarmgkaelenggaraan program
jaminan sosial.

Sesuai dengan manfaat yang ditawarkan oleh BPJ&hK&s), pemberi kerja
bertanggung jawab atas biaya pengobatan pekegamigreka tidak terdaftar di organisasi
tersebut, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 5 Peratuemid®n No. 28/2016 tentang Jaminan
Kesehatan. Pemberi kerja yang tidak mendaftark&eri@e mereka dalam program JKN
dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertdkmda, dan/atau pemberhentian dari
program, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 6.

Tujuan dari perawatan kesehatan adalah untuk mieatien produktivitas pekerja
sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan merekegksemungkin. Tujuan dari program
pemeliharaan kesehatan ini adalah untuk menghiddarmengatasi masalah kesehatan yang
memerlukan diagnosis, pengobatan, dan/atau pensamtatermasuk kehamilan dan
persalinan. Jaminan ini mencakup upaya-upaya umtekingkatkan kesehatan (Promotif)
dan pemulihan (Rehabilitatif).

Perusahaan dapat memperoleh keuntungan denganikneéembga kerja yang sehat
dan produktivitas yang meningkat dengan berfokuapsekerjaan mereka dengan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan. UU SJSN mengatur tentaninga kecelakaan kerja, yang
dirancang untuk menjamin pemegang polis menerimdusan berupa uang tunai dan
manfaat pelayanan kesehatan jika mengalami keamakeerja atau penyakit yang
berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu tujuaddé8JSN adalah dibentuknya BPJS.

Peraturan Pemerintah No. 44/2015 tentang Penyedeaggy Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berisi pematikhusus yang berkaitan dengan
jaminan kecelakaan kerja. Jaminan Kecelakaan K@&K) memberikan manfaat dan

1286



;- HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 1, 2024

rehabilitasi bagi karyawan yang menderita penygkihg disebabkan oleh tempat kerja
mereka atau yang mengalami kecelakaan saat belkerjaarus kembali ke ruméah.

Dari klausul ini jelas bahwa penyakit dan kecelakdaetempat kerja ditanggung oleh
asuransi kecelakaan kerja. Kecelakaan di tempg kka terjadi dalam perjalanan ke, dari,
atau dalam perjalanan ke tempat kerja. Penyaki y@nhubungan dengan tempat kerja jika
timbul setelah pekerja melakukan pekerjaan dalawgk@ waktu yang cukup lama.

Ketika bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja) (&&fhgat penting untuk
diperhatikan karena penyakit atau kecelakaan dp#&trkerja akan berdampak pada diri
sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tenagsekatan merupakan salah satu elemen
yang dapat mengurangi kecelakaan kerja. Tenagah&iese memiliki kualifikasi untuk
merawat korban kecelakaan di tempat kerja dan dapahberikan penyuluhan kepada
masyarakat untuk memahami nilai keselamatan dashlésn kerja®

Keselamatan di tempat kerja bertujuan untuk mehigdmyawa pekerja saat mereka
melakukan pekerjaan mereka, meningkatkan hasil gladuktivitas di seluruh negeri,
menjamin keselamatan pekerja dan buruh, dan mergag@er-sumber produksi untuk
memastikan pemeliharaan yang efisien dan aman.

Perusahaan masih perlu memprioritaskan kesehataked@lamatan di tempat kerja,
yang mencakup tindakan proaktif, preventif, korektian rehabilitatif. Sebagai hasilnya,
diantisipasi bahwa mencapai tingkat kesehatan tekgugm yang optimal akan menjadi jalan
yang bermanfaat menuju pertumbuhan. Asuransi keselizga melindungi keluarga pekerja
yang terkena dampak. Tujuan dari asuransi kesehbtayi karyawan adalah untuk
mendukung pertumbuhan di bidang kesehatan dan giatkan produktivitas dengan
memungkinkan mereka untuk bekerja pada tingkat yeiniy tinggi.

Pasal 22 Peraturan Presiden No. 19/2016 tentantp&tean atas Peraturan Presiden
No. 12/2013 menjamin penyediaan layanan kesehataagai berikut: Pelayanan kesehatan
tingkat pertama; pelayanan kesehatan tingkat lanjutan; dan pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan yang ditetapkan oleh menteri.

Secara umum, ada tiga cara untuk menyediakan layaraglis ketika menerapkan
asuransi perawatan kesehatan: membayar staf nmemisaslangsung, menyediakan layanan
medis langsung, dan membatasi restitusi. Pekerjg geelakukan persalinan memiliki risiko
terkena penyakit dan kecelakaan kerja. Asuransel&kaan kerja sangat penting untuk
mengkompensasi hilangnya sebagian atau seluruhapatath seseorang yang diakibatkan
oleh cacat fisik atau mental yang disebabkan olstelkkaan di tempat kerja. Mengingat
bahwa penyakit mental yang disebabkan oleh kecahaldi tempat kerja dapat sangat
bervariasi dalam tingkat keparahannya, sehingga woatiuk menilai tingkat kerusakannya,

15 Manulang, Sendjun. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjadonesia. Rineka. Jakarta. 2001
16 Sunyoto, Danang. Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Blamberi kerja. Pustaka Yustita. Jakarta.
2013
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jaminan atau pembayaran hanya diberikan jika peakemengalami gangguan mental
permanen yang menghalangi mereka untuk bekérja.

Kompensasi untuk kecelakaan kerja adalah kompengasj diberikan kepada
karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Karyaataun keluarga mereka akan menerima
kompensasi dalam bentuk uang. Secara teori, korapems dibayarkan secara berkala
sehingga karyawan atau keluarga mereka dapat séwarsisten memenuhi beberapa
kebutuhan dasar mereka. Pembayaran remunerasiddegat dilakukan sekaligus. Hal ini
dimaksudkan untuk mendorong usaha-usaha yang bfratayang dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka.

Pasal 15 ayat (1) UU BPJS mengatur pentingnya targggawab pemberi kerja
terhadap jaminan sosial bagi pekerjanya. Disebublaiwa pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagsepa BPJS sesuai dengan Program
Jaminan Sosial yang diikuti. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi K8gkin Penyelenggara Negara dan
Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, danefea Bantuan Iuran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP No. 86/2013)gakei pentingnya keikutsertaan
pekerja dalam jaminan sosial dalam Pasal 3 ayat'PEmberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara wajib: mendaftarkan dirinya dan pekerjangbagai peserta kepada BPJS secara
bertahap sesuai dengan program jamisasial yang diikutinya; dan memberikan data
dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluargdsmada BPJS secara lengkap dan benar.”

Sanksi administratif dikenakan kepada badan uselammgenyelenggara negara yang
lalai memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pakga sebagai Peserta BPJS. Sanksi
administratif dapat berupa teguran tertulis, dedda/atau tindakan lain yang dilakukan oleh
BPJS, serta penolakan atas sebagian pelayanak yahly akan diberikan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

KESIMPULAN

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, petale menegaskan jenis-jenis
hak yang dimiliki oleh pekerja dan juga memberikaminan untuk menegakkan hak-hak
tersebut. Pemberlakuan beberapa undang-undangmgangatur tentang pengupahan, jam
kerja, cuti dan liburan, kesehatan dan keselamiedga, kelompok pekerja/buruh, dan hal-
hal lain secara umum merupakan bentuk perlinduygag berkaitan dengan hal tersebut di
atas.

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program gai ¢lisusun sebagai program jaminan
sosial di bidang ketenagakerjaan yang mencakumgmsosial dan kesehatan. Menciptakan
tempat kerja yang aman merupakan salah satu céul mengurangi dan/atau meniadakan

" Asyhadie, Zaeni. Loc Cit
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kecelakaan kerja, yang dapat meningkatkan efisigasi produktivitas pekerja dan buruh.
Oleh karena itu, pengusaha harus memiliki asur&aselakaan kerja. Kompensasi dan
rehabilitasi ditawarkan oleh asuransi kecelakaamakieepada karyawan yang mengalami
cedera atau penyakit akibat kerja yang terjadiransaat mereka berangkat kerja dan saat
mereka kembali ke rumah. Dalam hal hukuman, dalaah fpemberi kerja tidak
mengikutsertakan karyawan atau buruh.

Notaris dapat digolongkan sebagai pemberi kerjdasarkan Pasal 1 angka 9 UUJN
jika dilihat dari hubungan hukum antara notaris gegawai notaris. Hal ini dikarenakan
kantor notaris merupakan suatu badan usaha yangwaekan jasa di bidang pelayanan jasa,
dalam hal ini jasa pembuatan akta otentik. SemuamatUU BPJS yang berkaitan dengan
Perusahaan juga berlaku untuk kantor notaris jkarrs dianggap sebagai pemberi kerja dan
kantor notaris sebagai badan hukum yang membejalsan Oleh karena itu, pegawai notaris
juga berhak untuk mendaftarkan diri sebagai pe&#t5 baik untuk BPJS Ketenagakerjaan
maupun BPJS Kesehatan.
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